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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Mahar/Mas kawin adalah hak harta yang diwajibkataiISwt,
untuk wanita pada akad nikah yang sah, percampusymbhat,
percampuran pada akad rusak. la bukan merupak&ugetn sesuatu, tapi
ia adalah pemberian yang diharuskan kepada samg sieani kemuliaan
akad serta membuktikan keseriusan maksudnya.

Mahar sering juga di sebut dengan istitafrshadaq”. Sedang
dalam bahasa Indonesia, mahar lebih umum di keeabah istilah
“MasKawin” : yaitu pemberian wajib dari calon suakeipada calon istri
ketika berlangsungnya acara akad nikah di antadtaddeya untuk menuju
kehidupan bersama sebagai suami fstri.

Mahar yang disebut atau ditetetapkan pada waktakpahaan
akad nikah tersebut disebdmahar musama”.Di samping itu dalam akad
nikah juga boleh dan sah dengan tidak menyebut mitadnar yang tidak
disebutkan dalam akad nikah disebut derfgaahar mitsil”. Mahar mitsil
adalah mahar yang tidak disebutkan/ditetapkan joralaupun jenisnya
diwaktu akad nikah, maka jumlah atau besarnya matitail ini haruslah

disesuaikan dengan besarnya mahar yang biasantditerieh keluarga

! Abdul Majid Mahmud Mathlub‘Panduan hukum keluarga sakinah’penerjemah Harits
Faadli dan Ahmad Khotib, So0l0:2005 him 211

2 Departemen Agama RIEhsiklopedi Islam di IndonesiaCV anda Utama, 1993, him
667



pihak istri, seperti besarnya mahar saudara peramplang
sekandung/yang sebapak/bibinya.

Sekalipun mahar merupakan salah satu syarat salkgt®a namun
pelaksanaan pembayaran atau pelaksananya tidakknh#ttus sekaligus
tunai pada waktu pelaksanaan akad nikah, maharQobgh dijanjikan,
yakni pembayaranya dilakukan setelah beberapa wadtudian setelah
akad. Bahkan boleh juga sebagian pada waktu akadel@agian lainya
diserahkan kemudian. Namun demikian dipandang sumayegerakan
penyerahanya.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai priaadt@pcalon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, @sa yang tidak
bertentangan dengan hukum islam. Dasar wajibnyayenahkan mahar
itu di tetapkan dalam al-Qur’an adalah firman AIBWT dalam (Qs An-
Nisa : 4 ) yang berbunyi:
€776 B8O KT Wa BXAD = 0760
¢ x200. & S QK e eSO T OB &EODLECORO
OGO €OrCUXE MACPXI*x 6K JAEAHw

B P X HAOB OO0 ok HONCHAL €RU-D>HNE o
Artinya :“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu dimik
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudiem |
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mabar
dengan senang hati, maka makanlah pemberian itba(ss
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS :4":

Menunda pembayaran mahar segolongan fugaha tidak

membolehkan, dan fugaha yang lain membolehkanrgtapit dengan

® Ibid, him 668-669
4 Amir Syarifuddin,“ Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fighulvikahat Dan
Undang-Undang Perkawinan’Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, 1868



menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendakggensi.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Dan diaga fugaha yang
membolehkan penundaan mahar, ada yang membolel&kaanya untuk
tenggang waktu yang terbatas dan jelas, ini pettddpbk. Dan ada pula
yang membolehkannya karena kematian atau percerdmnadalah

pendapat al-Auzafi.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh di kaytan
dan boleh pula di hutang, baik sebagian maupums®lya, dengan syarat
harus di ketahui secara detail. Imamiyah dan Hanmb@hgatakan bahwa,
manakala mahar di sebutkan, tapi kontan atau danigutya tidak di
sebutkan, maka mahar harus di bayar kontan selyautBementara itu
Hanafi mengatakan, tergantung pada Urf yang berltdahar harus di
bayar kontan dan di hutang, manakala tradisi yataku adalah seperti
itu. Namun Maliki mengatakan bahwa, akad nikah tersefasid, dan
harus di fasakh sebelum percampuran. Tetapi bila sudah terjadi
percampuran, maka akadnya di nyatakan sah dengaggomeakan mahar
mitsil. Dan Syafi’l berpendapat bahwa, apabila hgtéersebut tidak di
ketahui secara detail, tapi secara global, misahkga di bayar pada salah
satu di antara dua waktu yang di tetapkan ters@miielum mati atau

jatuh talak maka mahar musammafgsid dan di tetapkan mahar mitSil.

® Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul MugtashidPenerjemah: Imam Ghazali
Said dan Achmad Zaidun, Penerbit Dar al-Jiil Beidakarta: 2002, him. 441

® Muhammad Jawad Mughniyaftkigih Lima Mazhab”, PT Lentera Basritama Anggota
IKAPI, Jakarta: 2001, him. 368-369



Bagi fugaha yang mengatakan dapat disamakan deymamaka
mereka berpendapat bahwa penundaan mahar terskubobleh sampai
terjadinya kematian atau penceraian, sedang bagahfal yang
mengatakan tidak dapat disamakan dengannya, makaekane
membolehkan penundaan.

Silang pendapat ini disebabkan apakah perkawinand#pat
disamakan dengan jual beli dalam hal penundaarkattatidak? Bagi
fugaha yang mengatakan dapat disamakan, namun aneexpendapat
bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai teyjadiematian atau
perceraian. Sedang bagi fugaha yang mengatakan dajzat disamakan
denganya maka mereka membolehkan penundaan. Dafufjaba yang
membolehkan penundaan, alasannya adalah karenawesk itu
merupakan suatu ibadah.

Pendapat darByaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakghitu
jika seseorang menikah dengan mahar yang ditunddbggranya dan
tidak menyebutkan waktu jatuh temponya, maka sa&dasgkan yang
menjadi waktu jatuh tempo adalah ketika keduanygpifeh. Dari
perbedaan para ulama’ itu penulis tertarik untukmimghas lebih lanjut
mengenai waktu jatuh tempo penundaan pembayaranarmat.
Selanjutnya, penulis akan mengkaji lebih khususlgpatSyaikh al-lmam
Majduddin Abu al-Barakat dalam kitab Al-Muharrardi-figh TENTANG

WAKTU JATUH TEMPO PENUNDAAN PEMBAYARAN MAHAR.

" Ibnu Rusyd Op. Cit,him. 441-442



Il. Rumusan Masalah
Dari deskripsi latar belakang diatas, maka pemaksgungkapkan
pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapat Syaikh al-lmam Majduddin AbBabkat
tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaranrthaha
2. Bagaimana relevansi pemikiran Syaikh al-Ilmam MagtindAbu al-
Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pesnéaymahar

dengan konteks sekarang di Indonesia?

[11. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan sekrgoklah
untuk:
1. Untuk mengetahui pendapat Syaikh al-lmam Majduddiou al-
Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pemdrayaahar
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Syaikh al-Im&fajduddin
Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaambayaran

mahar dengan konteks sekarang di Indonesia

V. Telaah Pustaka
Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis t@glpaliterature
yang membahas tentang waktu jatuh tempo penundamhgyaran mahar

, dapat penulis paparkan sebagai berikut:



Skripsi Eni Sukarsih (2199178)*Analisis Pendapat Imam
Maliki tentang penundaan pembayaran mahdalam sekripsi ini
penulis menyimpulkarmpendapat Imam Malik bahwa ia membolehkan
penundaan pembayaran mahar, tetapi beliau menganjumembayar
sebagian mahar manakala hendak menggauli (dukbebih lanjut ia
hanya membolehkan penundaan mahar untuk tenggarmiu weang
terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut.

Skripsi Umi Rikhanah (2198143)JAnalisis Pendapat Imam Abu
Hanifah tentang nikah yang tidak menyebutkan mattafam skripsi ini
penulis menyimpulkan bahwa istri wajib mendapat anapenuh dari
suami jika telah terjadi dukhul ataupun kholwat glka suami meninggal
istripun wajib mendapat warisan

Skripsi Umi Masruroh (2195170): ia menulis sebukhpsi yang
berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batamimal
Mahar Kaitannya dengan KHI Pasal 31Di sini ia memaparkan bahwa
batas minimal pemberian mahar menurut Imam Malikarda suatu
perkawinan adalah seperempat dinar. Ini digiyaskemgan adanya
batasan hukum potong tangan dalam kasus pidanauneamcsebagai
ketentuan yang sama bagi pembatasan minimal m8ealangkan KHI
tidak memberikan ketentuan tentang batas mininzal ataksimal mahar.
Nash-nash tentang pemberian mahar justru memberketrebasan

pemberian menurut kemampuan masing-masing dalanberéwn harta.



Kitab “ al-figh ala al-Madzhab al-Arba’ah karya Abdurrahan al-
jaziri”  Mengatakan boleh menunda keseluruhan mahar atayaha
sebagian dengan syarat waktu jatuh temponya tidakas seperti
mengucapkan “aku menikahi kamu dengan mahar sdpginnda sampai
datangnya musafir/sampai turunya hujan dalam hgbenundaan mahar
tidak sah dan mahar menjadi mahar kontan. Lalu i@pamktu jatuh
tempo tidak samar tetapi tidak ada keterangan sepeapan “aku
menikahi kamu dengan mahar yang di tunda tanpaacegan waktu jatuh
temponya maka penundaan mahar sah, sedangkan tg@hyonya di
arahkan kepada perpisahan sebab talak atalf mati.

Kitab “ Syarh Muntaha al-Iradat karya Syaikh Manshur dManus
bin Idris al-Bahuti” Mahar yang telah di sebutkan dalam akad secara
tertunda atau mahar yang telah di tentukan setatl dalam kasus tidak
ada penyebutan mahar tetapi tidak di tentukan wgiuh temponya,
maka mahar seperti itu sah secara Nas dari ImambBlgndengan
demikian waktu jatu temponya adalah perpisahan iyiakak bain, karna
kata di tunda secara mutlak di arahkan kepada kigbiasaan, sedangkan
Urf dalam mabhar tertunda adalah peniadaan tuntotaminta mahar
sampai mati / talak bain, dengan demikian waktuhjdemponya menjadi
jelas?

Kitab Al-Muharror fi al-figh karya “Syaikh al-lmam Majaidinun

Abu al-Barakat Jika seorang menikah dengan mahar yang ditunda

8 Abdurrahman al-JazitKitab al-Figh ala al-Madzhib al-Arba’ah”karya, him. 156
® Syaikh Muntaha al-Iradatkarya Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris al-Bafiuthim. 67



pembayaranya dan tidak menyebutkan waktu jatuh deygy maka sah,
sedangkan yang menjadi waktu jatuh tempo adalalkakdteduanya
berpisah. Dan ada pendapat yang mengatakan tidak sedelum
menyebutkan waktu jatuh tempb.

Kitab“Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Mugtashid, Muhamda
Ibnu Rusyid”..Dalam hal penundaan pembayaran mahar, ada yaalg tid
memperbolehkan sama sekali, ada juga yang mempéiar penundaan
mabhar tetapi mensunahkan penyerahan sebagai madda saat hendak
berhubungan suami istri, ini pendapat mahzab m#liki

Sedangkan penulis sendiri akan membahas tentandajpan
“Syaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakat&ntang waktu jatuh tempo
penundaan pembayaran mahar menjadi suatu karyahiliRemun penulis
mencoba menelaah dari berbagai buku yang tenturgy&essinambungan,
sehingga nantinya ada titik temu antara yang adieechture dan pendapat
Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakatersebut. Tinjauan terhadap
penyerahan mahar di kalangan ulama masih terdapaselisihan
walaupun pada dasarnya mayoritas ulama figh sepeata pemberian

mahar merupakan syarat sahnya nikah.

V. Kerangka Teoritik
Di dalam suatu pernikahan menurut hukum Islam urgaknya

pemenuhan menjalankan suatu perbuatan selalualiadenya rukun dan

1% Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barak#itab al-Muharrar Fi al-Figh”, him. 32
2 Muhammad Ibnu RusydBidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid’him. 241



syarat, dalam pernikahan dapat dikatakan sah apafbiln dan syarat tadi
terpenuhi, pernikahan yang didalamnya terdapat .akathpun rukun
nikah adalah: mempelai laki-laki, mempelai perenmpu@ali, dua orang
saksi, shigat, ijab Kabdf.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling pentia¢ah ljab
Kabul antara yang mengadakan dengan yang menekath sedangkan
yang di maksud dengan syarat perkawinan ialah syaag bertalian
dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat-sylaagi calon mempelai,
wali, saksi, dan ijab Kabdf

Mahar/mas kawin merupakan hal yang menarik untjdbdrkan,
yaitu mahar yang pemberianya dengan cara ditunasuhit kompilasi
hukum Islam pasal 33, disebutkan bahwa peryerahanamdilakukan
dengan tunai, namun apabila calon mempelai wanit@nyetujui
penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik selurulatga sebagian.
Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyeral@anmgnjadi hutang
mempelai pria. Undang-undang perkawinan tidak memgmengenai
mahar ini, hal ini karena mahar bukan merupakanunuldalam
perkawinan. ( Psl.34 (1).

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya tekmdsu
dalamnya tunai atau tangguhnya, diucapkan padaakaat nikah. Oleh
karena sifatnya yang bukan merupakan rukun dalarfkapenan, maka

kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar padawakad nikah tidak

12 Slamet Abidin dan H. AminudditiFigh Munakahat”, Bandung: Pustaka Setia, 1999,
him. 68
2 Ibid, him. 34
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menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula hattalam keadaan
masih berhutang, tidak mengurangi sahnya suatuapankn (Psl. 34
(2)_14

Mahar bukan salah satu rukun akad nikah dan petyeiya
bukan salah satu syarat sahnya. Tapi itu terbektgai utang sang suami
meski hanya karena telah terlaksananya akad yamagr eaka dapat di
katakan bahwa mahar adalah salah satu hukum aidaktianjut akad
nikah"

Dalam pelaksanaan pembayaran mahar ada dua cam yan
dilakukan yaitu:
1. diberikan secara langsung cas / tunai dalam petakseakad nikah
2. pembayarannya dilakukan dikemudian hari / tunda

Dalam hal pembayaran mahar yang di tunda, yang aganénya
pada saat perpisahan maka boleh, hal ini ditetapledam kitab:“Al-
Muharrar fi al-Figh, karya Syaikh al-lmam Majdudidbu al-Barakat”

yaitu:

Lo ey ale ol o Jor Y1 s dy o 50 e lelemgslils
R ISy S N

soArtinya: “Jika seseorang menikah dengan mahar yang ditunda
pembayaranya dan tidak menyebutkan waktu jatuh deya
maka sah, sedangkan yang menjadi waktu jatuh tesciadah
ketika keduanya berpisah”.

* Ahmad Rofig,‘Hukum Islam Di Indonesia’ PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998,
him. 104

1> Abdul Majid Mahmud MathlubQp Cit, him. 212

16 Syaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barak&p.Cit, him. 32



11

Karena mahar bukanlah suatu rukun nikah, dan yaegjadi
patokan untuk sahnya suatu pernikahan adalah gbhblgmaka pemberian
mahar dengan cara di tunda dan waktu jatuh tempdagaranya setelah
perceraian ataupun meninggal maka perkawinanya saia

Keterangan di atas menunjukan penelitian terdahwubeda
dengan penelitian saat ini. Perbedanya penelighrlamnya di ambil dari
pendapat Imam Maliki bahwa ia membolehkan penungeanbayaran
mabhar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagarar manakala
hendak menggauli (dukhul), dan membolehkan penumdaahar untuk
tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkas Wwatdu tersebut.

Sedangkan penelitian saat ini yang di bahas adpt&idapat
“Syaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakatentang sah nya penundaan
pembayaran mahar yang pembayaranya tidak di sebutlektu jatuh
temponya, dan yang menjadi waktu jatuh temponyalahd&etika

keduanya berpisah.

V1. Metode Pendlitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakdibrary
research) vaitu penelitan dengan cara menelaah/mengkaji bsum
sumber kepustakaan, yang mempunyai relevansi dengeateri

pembahasan.

" Sutrisno hadi“Metodologi research 1”,Yogyakarta: yayasan penerbit fakultas psikologi
UGM, 1987, him 9
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2. sifat penelitian

penelitian ini bersifatkualitatif, analisisisnyadeskriktif*® yaitu
memaparkan waktu jatuh tempo pembayaran mahar pantberianya
setelah perpisahan menurut pandarfggaikh al-lmam Majduddin Abu al-
Barakat,untuk kemudian menilai sejauh mana relevansi peemkieliau
dengan konteks sekarang.
3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang di pakai dalam penelitian ini adalah iKikduharrar Fi

al-Figh karya Syaikh al-lmam Majduddin Abu al-Baaak
b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang di pakai dalam penelitian ialad literature-
literatur yang termasuk kategori sumber sekundatahdkitab-kitab yang
membahas tentang figih munakahat di antaranyalad#afab “ al-figh ala
al-Madzhab al-Arba’ah karya Abdurrahman al-jazirKjtab“Bidayatul
Mujtahid wa nihayatul Mugtashid, Muhammad Ibnu Rd&yFigih Lima
Madzhab, dan buku-buku lain
4. Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan ad#agan
mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumbediselainya yang

mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian rgahgngkan antara

data primer dan sekunder ataupun data pendukungk uhsimpulkan

'8 Khoiruddin Nasution‘Pengantar Study Islam”cet |, Yogyakarta: Academia + Tazzafa,
2004, him. 141
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tentang masalah yang berhubungan dengan pendgpgh Sal-Imam
Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempenundaan
pembayaran mahar.

5. Analisis Data.

Dalam menganalisis data dan materi yang di sajiganulis
menggunakan analisa kualitatif dengan melakukarelggm pada latar
alamialt®. Penulis berusaha menganalisa pandangan Syailkmaai-
Majduddin Abu al-Barakat tentang waktu jatuh tempenundaan
pembayaran mahar untuk kemudian menghubungkanmgadekonteks

sekarang.

VI1l. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan &gah
sistematik dan komprehensif sesuai yang diharapkaaka dibuat
sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB 1: Merupakan latar belakang masalah, Pokok ahs&ujuan dan
kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, MeReteelitian

dan Sistematika Pembahasan.

19 Karena ontology alamiyah menghendaki adanya keayakenyataan sebagai keutuhan
yang dapat di pahami jika di pisahkan dari kontgksiMenurut mereka hal tersebut di dasarkan
atas beberapa asumsi: (1) tindakan pengamatan megampéi apa yang di lihat, karena itu
huungan penelitian harus mengambil tempat padaukeant dalam konteks untuk keperluan
pemahaman, (2) konteks sagat menentukan dalam apdaet apakah suatu penemuan
mempunyai arti bagi konteks lainya, yang berartivba suatu fenomena harus di teliti dalam
keseluruhan pengaruh lapangan, dan (3) sebagétiwstniilai kontekstual bersifat determinative
terhadap apa yang akan di cari. Lihat Lexy J. MadetMetodologi Penelitian Kualitatif’, CV
Karya Remadja, Bandung: 1989, him. 4



BAB I

BAB I

BAB IV:

BAB V:
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Ketentuan umum tentang mahar, yang melipygengertian
mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, kiavafni
disyariatkannya mahar.

PendapatSyaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barak&tntang
waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar,ehguti:
Biografi, dan pendapaByaikh al-lmam Majduddin Abu al-
Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran
mahar dan relevansiya di Indonesia yang digunakdand hal
waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar.

Analisis mengenai pendap8lyaikh al-Imam Majduddin Abu al-
Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pemdraya
mahar, dan relevansi pemikir&yaikh al-lmam Majduddin Abu
al-Barakat tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran
mahar.

Penutup, yang meliputi kesimpulan, sararaeadan penutup

serta dilampirkan pula daftar pustaka dan riwaydum penulis.



